[ SALINAN ]

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

PENCABUTAN ATAS 2 (DUA) PERATURAN BUPATI PONOROGO
YANG BERKAITAN DENGAN PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi serta
penyesuaian dengan situasi dan kebutuhan struktur
organisasi di Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam
melakukan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu
dilakukan penghapusan terhadap beberapa Unit Pelaksana
Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas di‘ lingkungan Pemerintah

Kabupaten Ponorogo; ‘

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada
huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pencabutan atas 2 (dua) Peraturan Bupati Ponorogo Yang
Berkaitan Dengan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis
Daerah pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Ponorogo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur &
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2370);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);




Menetapkan
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. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Nomor
1887);

. Peraturan Pemerintah Nomor 11  Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6037);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016
Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN ATAS 2 (DUA)
PERATURAN BUPATI PONOROGO YANG BERKAITAN DENGAN
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, 2 (dua) Peraturan Bupati Ponorogo yang berkaitan
dengan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Ponorogo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sebagai

berikut :

a. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan
Dinas Industri, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten
Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 52);



-8 -

b. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo (Berita
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 53).

Pasal 2

(1) Pejabat Struktural dan Aparatur Sipil Negara pada Unit Pelaksana Teknis
Daerah di Dinas yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini,
tetap melaksanakan tugas dan fungsinya serta tetap diberikan tunjangan
jabatan sampai dengan diterbitkannya Keputusan Pemberhentian Jabatan oleh
Bupati Ponorogo.

(2) Penerbitan Keputusan Pemberhentian Jabatan sebagaimana dimaksus pada
ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini
diundangankan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 17 Juni 2019
BUPATI PONOROGO,
TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI
Diundangkan di Ponorogo

pada tanggal 17 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO
BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 50.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

CATUI}k\L IYAWAN, S.H.
NIP. 196 <7 199303 1 008
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